
Bapenda Kobar Hadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Tindak Lanjut Sektor Pajak Daerah Secara Virtual

   

MMC  Kobar  –  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kabupaten  Kotawaringin  Barat 
mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Tindak Lanjut Sektor Pajak Daerah secara virtual 
melalui Zoom Meeting pada  Senin (2/6/2025). Kegiatan ini dilaksanakan di  Ruang Rapat 
HM. Rafi’i, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan diikuti oleh sejumlah 
pemangku kepentingan yang berperan dalam pengelolaan pajak daerah.

Rapat ini  merupakan tindak lanjut atas  Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor  B/1509/KSP.00/70-74/03/2025 tanggal 5 
Maret  2025,  yang  membahas  pencegahan korupsi  di  sektor  pajak  daerah se-Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk implementasi upaya 
pengawasan dan pembinaan oleh KPK terhadap pengelolaan pajak daerah secara nasional.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bapenda Kobar, didampingi oleh Sekretaris, para 
Kepala Bidang,  serta pejabat fungsional di  lingkungan Bapenda.  Selain itu,  hadir  pula 
perwakilan  dari  Bagian  Perekonomian  dan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten 
Kotawaringin Barat, sebagai bentuk keterlibatan lintas perangkat daerah dalam mendukung 
perbaikan tata kelola pajak yang akuntabel.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bapenda Kobar memaparkan secara singkat langkah-langkah 
tindak  lanjut  yang  telah  dan  akan  dilakukan atas  atensi  KPK,  khususnya  dalam hal 
penguatan  sistem  pengelolaan  pendapatan  daerah  melalui  digitalisasi  layanan  dan 
pengawasan internal.  Pemaparan tersebut mencakup upaya peningkatan kepatuhan wajib 
pajak, transparansi data, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pajak daerah.

Selain  itu,  Direksi  PT  Bank  Kalteng turut  menyampaikan  perkembangan  kerja  sama 
strategis dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal implementasi alat rekam data 



transaksi (tapping box)  di  sektor  usaha,  sebagai  salah satu  instrumen untuk mendukung 
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah potensi kebocoran pajak.

Rapat koordinasi ini menjadi  wadah penting evaluasi dan sinergi antarinstansi, baik di 
tingkat  daerah  maupun  provinsi,  dalam  rangka  memperkuat  sistem  pengawasan  dan 
meningkatkan integritas pelayanan publik. Kegiatan ini juga mempertegas komitmen bersama 
dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan pajak daerah, 
sebagai bagian dari program pencegahan korupsi yang berkelanjutan dan sistematis.

Cerdas Pajak Bersama Sinpelaja

Lapor pajak sekarang bisa di Sentuh Pajak Kobar App lho, download sekarang di Google Play 
Store!


